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Abstract 
This study critically evaluates the legitimacy and cooperative identity of the Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), a state-initiated cooperative program mandated by Presidential Instruction No. 9 of 2025. Despite its wide-scale implementation, concerns persist regarding its alignment with international cooperative principles. Using a Systematic Literature Review (SLR) method and Levi's (1994) typology framework, this research examines whether Kopdes MP reflects genuine cooperative characteristics or functions as a pseudo cooperative. Findings indicate that while Kopdes MP fulfills legal formalities, it often lacks voluntary membership, democratic governance, member economic participation, and educational engagement—core cooperative principles defined by the International Cooperative Alliance (ICA). The study reveals that Kopdes MP occupies a structural space between pseudo and self-centered cooperatives, driven by top-down policies rather than community initiative. It concludes by proposing a diagnostic framework to assess cooperative authenticity, offering theoretical and policy contributions to the field of cooperative development in Indonesia and beyond.
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Pendahuluan 
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menghidupkan kembali gerakan koperasi dengan mengintegrasikannya ke dalam strategi ekonomi nasional. Upaya ini berpuncak pada peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) yang secara resmi diamanatkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendirikan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Koperasi-koperasi ini dirancang sebagai entitas usaha berbasis komunitas yang terintegrasi, menyediakan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, perlengkapan medis, penyimpanan dingin, logistik, dan lainnya. Kebijakan ini mendapatkan dukungan hukum dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, serta berbagai surat edaran menteri yang bertujuan menyederhanakan pembentukan koperasi.
Meskipun kerangka regulasi ini kuat, tetap muncul pertanyaan mengenai apakah koperasi-koperasi baru ini benar-benar mewujudkan identitas koperasi atau justru mengulangi fenomena koperasi semu—organisasi yang menyalahgunakan label koperasi tanpa menerapkan tata kelola demokratis atau kendali anggota. Secara historis, Indonesia telah mengalami pertumbuhan entitas semacam ini. Antara tahun 2016 hingga 2019, lebih dari 32.778 koperasi ditutup karena tidak aktif, melanggar aturan tata kelola, atau beroperasi secara de facto sebagai perusahaan berorientasi laba dengan kedok koperasi (Soesilo, 2020).
Secara global, kekhawatiran struktural serupa juga muncul. Di Kolombia, koperasi pekerja digunakan secara luas untuk outsourcing, yang memperlemah perlindungan tenaga kerja sambil memperkaya kontraktor—perilaku yang mencerminkan praktik koperasi semu (Farné, 2008). Di Nigeria, Irem dan Bassey (2018) menemukan bahwa koperasi semu mendominasi wilayah pedesaan, di mana elit mengeksploitasi struktur koperasi demi keuntungan pribadi dan meminggirkan anggotanya. Sementara itu, Ukraina melaporkan bahwa insentif finansial mendorong pembentukan koperasi semu ketika subsidi lebih diprioritaskan dibandingkan manfaat nyata bagi anggota (Salamin, 2016).
Selain kegagalan tata kelola, pengikisan identitas juga menjadi persoalan. Di Indonesia, koperasi kampus menggambarkan pergeseran bertahap dalam ideologi dan nilai-nilai koperasi, dengan banyak institusi yang lebih mengutamakan efisiensi dibanding prinsip saling tolong-menolong (Subagyo et al., 2025). Sukardi et al. (2024) menambahkan bahwa transformasi digital dapat mendukung operasi koperasi yang sejati, namun juga dapat menyamarkan struktur kendali top-down jika tidak dikelola secara transparan.
Literatur juga mencatat rendahnya kontribusi koperasi terhadap PDB dan lapangan kerja, yang mencerminkan lemahnya daya saing dan krisis identitas (Trisniarti et al., 2022). Halilintar (2018) menunjukkan bahwa koperasi masih tertinggal dibandingkan konglomerat akibat rendahnya modal, sumber daya manusia, dan kepercayaan. Temuan serupa dari Agusalim et al. (2019) menunjukkan bahwa dampak koperasi terhadap kesejahteraan lebih bergantung pada sumber daya internal dibandingkan dukungan pemerintah.
Upaya untuk memperbesar dampak koperasi melalui regulasi tidak selalu menghasilkan reformasi struktural. penelitian  dari Amélia & Ronald (2018) menunjukkan bahwa variabel makroekonomi seperti pendidikan, pendapatan, dan tingkat kemiskinan memengaruhi kelangsungan hidup koperasi, namun model top-down seringkali tidak memiliki legitimasi lokal. Demikian pula, Masyhuri (2024) menemukan bahwa koperasi dapat memberdayakan masyarakat pedesaan hanya jika kepemilikan lokal menjadi prioritas.
Secara teoritis, Levi (1994) mengusulkan tipologi yang membedakan antara koperasi semu, koperasi berpusat pada diri sendiri, dan koperasi yang berorientasi perubahan. Kerangka ini penting untuk menilai apakah Kopdes MP—yang digerakkan oleh pendanaan negara dan target wajib—selaras dengan demokrasi koperasi atau justru mereplikasi bentuk organisasi eksploitatif. Karya pelengkap dari Kumaratih & Sartono (2020), Haris et al. (2017), dan Arsad & Anggraeni (2015) menunjukkan bahwa hukum koperasi di Indonesia secara historis rentan terhadap instrumentalitas oleh rezim politik, yang mengubah koperasi menjadi alat top-down daripada institusi bottom-up.
penelitian -penelitian  terbaru memperkuat kritik ini. Siregar et al. (2024) mengusulkan rekonstruksi atas UU No. 25/1992 untuk lebih mendefinisikan nilai-nilai koperasi, sementara Alfahriansyah (2025) menekankan pentingnya modernisasi dan kejelasan hukum. Sementara itu, Pohoaț (2021) dan Sapovadia & Patel (2012) memberikan perspektif filosofis tentang bagaimana koperasi harus melawan manipulasi ideologis agar tetap otentik.
Meskipun terdapat literatur yang cukup besar, terdapat celah penting: belum ada penelitian  empiris atau tipologis yang mengevaluasi program Kopdes MP dengan menggunakan metrik identitas koperasi. penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menerapkan kerangka diagnostik yang berasal dari prinsip koperasi internasional dan teori tipologi untuk menilai apakah Kopdes MP mencerminkan nilai-nilai koperasi sejati atau menjadi koperasi semu yang direkayasa oleh negara. penelitian  ini mentriangulasi dokumen regulasi, model koperasi, dan perbandingan penelitian  kasus empiris untuk menjawab pertanyaan utama tersebut.
Kebaruan dari penelitian  ini terletak pada penyediaan lensa evaluasi baru untuk menilai koperasi inisiatif negara melalui konsep keaslian koperasi. penelitian  ini mengintegrasikan bukti multi-negara, kritik regulasi, dan diagnosis berbasis identitas untuk membedakan antara koperasi secara bentuk dan koperasi secara esensi. Temuan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perdebatan kebijakan dan akademik dengan memperjelas batas antara perluasan koperasi dan distorsi koperasi dalam konteks strategi transformasi pedesaan Indonesia.
Hasil dan Diskusi 
Temuan dari penelitian  ini menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), meskipun dibangun berdasarkan kerangka nasional yang ambisius, memperlihatkan karakteristik yang sebagian sesuai dan sebagian tidak sesuai dengan prinsip inti koperasi. Desain koperasi ini, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, menekankan pada cakupan layanan, pembangunan infrastruktur, dan integrasi dengan tujuan ekonomi yang dipimpin negara. Namun, kesesuaian dengan identitas koperasi—sebagaimana didefinisikan oleh International Cooperative Alliance (ICA)—masih menjadi perdebatan.
Salah satu ketidaksesuaian utama berkaitan dengan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka. Meskipun semua Kopdes MP secara hukum berbentuk koperasi, pembentukannya didasarkan pada perintah pemerintah, bukan tumbuh secara organik dari inisiatif komunitas. Pendekatan top-down ini mencerminkan pola yang ditemukan di Ukraina dan Nigeria, di mana koperasi semu dibentuk untuk memenuhi target kebijakan atau mendapatkan akses terhadap subsidi negara, sebagaimana didokumentasikan oleh Salamin (2016) dan Irem & Bassey (2018).
Isu kritis lainnya adalah kendali demokratis oleh anggota. Koperasi sejati bertumpu pada partisipasi aktif dan pemilihan kepemimpinan secara berkala. Namun, bukti yang dikaji dari laporan lapangan dan audit regulasi menunjukkan bahwa Kopdes MP sering kali dikelola oleh perangkat desa atau manajer yang ditunjuk, bukan oleh anggota secara demokratis. Ini mencerminkan pola koperasi semu di Kolombia, di mana status koperasi digunakan kontraktor untuk menghindari hak-hak tenaga kerja sambil tetap mempertahankan kendali elit (Farné, 2008).
Selain itu, terdapat celah dalam partisipasi ekonomi anggota. Banyak Kopdes MP yang memperoleh modal awal dan pendanaan operasional dari APBN atau APBD, bukan dari investasi anggota. Meskipun hal ini memungkinkan pendirian koperasi secara cepat, hal tersebut justru mengorbankan kepemilikan anggota dan akuntabilitas internal. Prinsip ICA menekankan kontribusi anggota yang adil serta kontrol atas modal yang digunakan.
Ideologi dan identitas Kopdes MP juga patut dipertanyakan. Menurut Subagyo et al. (2025), banyak koperasi di Indonesia mengalami pergeseran ideologis, lebih fokus pada efisiensi daripada prinsip saling membantu. Risiko ini menjadi lebih besar dalam sistem yang membentuk ribuan koperasi secara serempak melalui koordinasi negara. Jika dibandingkan dengan model sukses seperti IN Coop-Me (Setyaka, 2022) yang muncul dari pengorganisasian akar rumput perempuan, terlihat jelas bahwa koperasi yang lahir dari komunitas memiliki kepemilikan yang lebih dalam, modal sosial yang kuat, dan daya tahan yang tinggi. Sebaliknya, Kopdes MP mungkin berhasil menjangkau wilayah secara luas, tetapi gagal membangun nilai-nilai koperasi sejati.
Kerangka dari Levi mengidentifikasi koperasi semu sebagai organisasi yang menyerupai koperasi secara struktur hukum namun tidak memiliki praktik demokratis internal, kepemilikan oleh anggota, dan orientasi solidaritas. Berdasarkan model ini, Kopdes MP berada di antara kategori koperasi semu dan koperasi berpusat pada diri sendiri. Meskipun banyak Kopdes MP yang memberikan layanan sosial dan beroperasi secara legal, tata kelola saat ini masih minim kedalaman demokratis. Salah satu pembedanya adalah akuntabilitas. Dalam koperasi semu, mekanisme pengambilan keputusan sering kali tidak transparan dan akuntabilitas ke atas kepada anggota sangat lemah. Tinjauan kami terhadap audit regulasi dan asesmen hukum menunjukkan sedikit bukti adanya mekanisme pelaporan yang terstruktur dalam tubuh Kopdes MP.
Digitalisasi telah dipromosikan sebagai solusi, sebagaimana dibahas oleh Sukardi et al. (2024). Namun, meskipun alat digital dapat meningkatkan transparansi administratif, hal tersebut tidak dapat menggantikan keterlibatan demokratis secara langsung. Bahkan, koperasi semu yang terdigitalisasi bisa saja tampak sesuai secara administratif, tetapi tetap tertutup secara internal. Secara keseluruhan, temuan penelitian  ini menunjukkan bahwa Kopdes MP beroperasi dalam zona abu-abu secara hukum dan kebijakan: tampak seperti koperasi dari segi struktur, tetapi tidak menunjukkan keselarasan yang konsisten dengan prinsip koperasi dalam praktik.
Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru melampaui kelayakan ekonomi atau pembentukan hukum dengan mengevaluasi identitas koperasi melalui lensa tipologis.
penelitian  ini juga membandingkan Kopdes MP dengan kegagalan koperasi sebelumnya di Indonesia. Soesilo (2020) mengamati bahwa koperasi semu sering kali runtuh akibat ketergantungan pada dana negara, kurangnya dukungan dari akar rumput, dan ketiadaan loyalitas anggota. Meskipun Kopdes MP lebih terstruktur, ia menghadapi ancaman serupa jika kepemilikan kelembagaan dan partisipasi aktif tidak diinternalisasi secara bertahap.
Lebih lanjut, Kopdes MP memperlihatkan kemiripan dengan koperasi pekerja di Kolombia, yang secara hukum sah tetapi digunakan sebagai alat untuk menekan biaya tenaga kerja dan menghindari kewajiban kesejahteraan. Farné (2008) menyoroti bagaimana kerangka hukum dapat disalahgunakan ketika semangat koperasi yang otentik tidak benar-benar diterapkan—wawasan yang sangat relevan terhadap implementasi Kopdes MP saat ini.
Dibandingkan dengan inisiatif koperasi partisipatif seperti koperasi alat mesin pekerja di Spanyol, yang menekankan inovasi bersama dan manajemen demokratis, Kopdes MP tidak memiliki struktur horizontal yang diperlukan untuk mendorong tata kelola kolaboratif dan inovasi. Kelemahan ini dapat membatasi kapasitas adaptif dan responsivitas terhadap kebutuhan ekonomi lokal.
Dari perspektif makroekonomi, Amélia & Ronald (2018) mencatat bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan lokal memengaruhi aktivitas koperasi. Mengingat penerapan Kopdes MP yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas lokal, kemungkinan besar akan terjadi ketimpangan dalam keterlibatan anggota dan keberlanjutan. Pendekatan yang terpusat ini bertentangan dengan prinsip ICA tentang otonomi dan adaptasi terhadap konteks lokal.
Trisniarti et al. (2022) dan Agusalim et al. (2019) menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB dan lapangan kerja tetap rendah ketika tata kelola internal lemah. Maka, Kopdes MP harus melampaui formalitas hukum dan menunjukkan kinerja yang berakar pada pemberdayaan masyarakat dan pembagian manfaat secara adil. Penerapan model inisiatif negara seperti Kopdes MP juga perlu mempertimbangkan risiko legitimasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kumaratih & Sartono (2020), koperasi yang dijadikan alat politik sering kali menjadi institusi rapuh, merusak kepercayaan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Tanpa pengaman partisipatif, model Kopdes MP berisiko menempuh jalur yang sama.
Lebih jauh, kajian ini menemukan bahwa pelatihan dan pendidikan anggota masih sangat minim dalam rencana pelaksanaan Kopdes MP. Padahal, pendidikan merupakan prinsip inti koperasi, penting untuk pengambilan keputusan yang bijak dan pelestarian norma demokrasi. Tanpa program pendidikan, Kopdes MP lebih rentan terhadap dominasi elit dan ketergantungan administratif.
Pohoaț (2021) menekankan sifat hibrida dari koperasi modern, yang beroperasi di antara logika pasar dan prinsip solidaritas. Kopdes MP saat ini lebih condong ke logika pasar. Tanpa menyeimbangkan kedua kekuatan ini, program ini berisiko menjadi sekadar sistem penyedia layanan pedesaan yang diberi label koperasi.
Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya dengan menerapkan pendekatan evaluasi berbasis tipologi dan identitas koperasi. Sementara banyak penelitian  terdahulu berfokus pada kepatuhan hukum atau hasil finansial, penelitian ini menggunakan teori koperasi untuk menilai keaslian struktural. Inilah kontribusi ilmiah utama dari penelitian ini.
Sebagai penutup pembahasan, Kopdes MP memiliki potensi kelembagaan, tetapi membutuhkan reorientasi secara disengaja. Pembuat kebijakan harus menanamkan mekanisme tata kelola partisipatif, operasional yang transparan, dan kendali yang dipimpin oleh anggota guna mencegah berkembangnya koperasi semu. Tanpa perubahan tersebut, program ini berisiko mengulangi kegagalan sejarah dengan nama yang baru.
Kesimpulan 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) saat ini merepresentasikan model kelembagaan hibrida yang berada di antara koperasi otentik dan koperasi semu. Dengan menerapkan kerangka diagnostik identitas koperasi yang didasarkan pada tipologi Levi dan prinsip-prinsip International Cooperative Alliance (ICA), penelitian ini memperkenalkan lensa evaluasi baru untuk membedakan koperasi, tidak semata-mata berdasarkan status hukum, tetapi berdasarkan keaslian strukturalnya.
Kontribusi teoretis utama dari studi ini adalah pembentukan kontinum tipologis yang menempatkan koperasi yang digerakkan negara seperti Kopdes MP dalam kerangka legitimasi koperasi—menunjukkan bahwa kepatuhan hukum saja tidak cukup untuk memvalidasi identitas koperasi.
penelitian ini memperkaya diskursus dengan menunjukkan bahwa koperasi semu tidak selalu bersifat ilegal atau menipu, tetapi bisa timbul secara struktural dari mandat kebijakan top-down yang kurang kedalaman partisipatif dan kepemilikan oleh anggota. Wawasan teoretis yang dihasilkan adalah bahwa karakteristik koperasi semu dapat diprediksi dari tingkat rekayasa negara, dominasi elit, dan ketiadaan agensi sukarela, serta menawarkan metode penilaian keaslian koperasi yang dapat direplikasi untuk penelitian kebijakan di masa depan.
Temuan ini menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga pengembangan koperasi. Untuk menghindari pengulangan kegagalan masa lalu, program koperasi di masa depan seharusnya mengintegrasikan desain partisipatif, keterlibatan akar rumput, pendidikan anggota, dan mekanisme akuntabilitas demokratis sejak tahap awal. Model diagnostik yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diadopsi oleh badan regulasi sebagai bagian dari standar akreditasi atau pemantauan koperasi, sehingga evaluasi dapat bergeser dari kepatuhan hukum menuju keselarasan identitas.
Lebih jauh, studi ini membuka arah baru dalam teori tata kelola koperasi dengan mengaitkan bentuk institusi dengan fungsi ideologisnya, sebuah langkah yang berpotensi memengaruhi bagaimana kebijakan koperasi berskala besar dirancang di negara berkembang lainnya.
Dengan mempertimbangkan wawasan ini, Kopdes MP tidak seharusnya hanya dilihat sebagai inovasi hukum atau proyek ekonomi pedesaan, melainkan sebagai struktur sosial-politik yang kompleks yang memerlukan pengawasan berkelanjutan, reformasi partisipatif, dan evolusi bottom-up untuk memenuhi potensi koperatifnya. Tanpa rekalibrasi struktural, program ini berisiko menginstitusikan generasi baru koperasi semu di bawah label nasionalisme baru.
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